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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang
telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis
sehingga dapat terselesaikannya penulisan buku yang berjudul
“Kebijakan Pendidikan” ini. Pendidikan merupakan sebuah sistem
kompleks yang membutuhkan sebuah kebijakan untuk mengaturnya
agar proses berjalannya dapat terlaksana dengan sistematis.
Kebijakan pendidikan yang tepat menjadi sebuah kebutuhan untuk
mendukung terwujudnya cita-cita pendidikan itu sendiri. Kebijakan
pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan
maju dan berkembannya kualitas pendidikan atau sebaliknya. Buku
Kebijakan pendidikan ini mengelaborasi para pembaca untuk
memahami lebih dalam tentang urgensi kebijakan dalam bidang
pendidikan agar cita-cita pendidikan dapat terwujud dengan lebih
optimal. Dalam buku ini pembaca tidak hanya disuguhkan tema
kebijakan pendidikan dalam konteks konseptual saja, namun juga
dilengkapi dengan berbagai topik dan isu-isu kebijakan pendidikan
beserta detail best practice nya.

Dalam buku ini terdapat delapan belas bab. Bab pertama
membahas tentang Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. Kemudian di
bab kedua dibahas tentang Isu-Isu Kebijakan Pendidikan. Bab ketiga
membahas tentang Perumusan Kebijakan Pendidikan. Bab keempat
berisi Implementasi Kebijakan Pendidikan dan bab kelima membahas
tentang Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Pada bab enam
dari buku ini membahas tentang Kebijakan Pendidikan Berkarakter
Kebangsaan. Bab tujuh membahas tentang Kebijakan Pendidikan
Inklusi. Bab delapan tentang Kebijakan Guru dan Dosen. Bab Sembilan
berisi Kebijakan Kurikulum dan Buku Teks Pembelajaran. Bab sepuluh
membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru.
Bab sebelas membahas tentang Kebijakan Program Wajib Belajar. Bab
duabelas berisi topik Kebijakan Program Sekolah Gratis. Bab tigabelas
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membahas tentang Kebijakan Pendidikan Berbasis Pesantren. Bab
empatbelas berisi tema Kebijakan Beasiswa Pendidikan. Bab
Limabelas membahas tentang Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar.
Pada bab enambelas berisi tentang Kebijakan Pendidikan Agama dan
Keagamaan. Kemudian di bab tujuh belas membahas Metode
Penelitian dan Riset Kebijakan Pendidikan. Pada bab terakhir dibahas
tentang Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan.

Harapan penulis dengan terbitnya buku ini semoga dapat
memberikan Kkontribusi sebagai referensi dalam kajian kebijakan
pendidikan. Tak lupa kami ucapan terimakasih kepada penerbit PT
Sada Kurnia Pustaka dalam memfasilitasi penulis untuk menerbitkan
karya ini. Terimakasih pula kami haturkan atas saran dan sumbangan
pemikiran rekan sejawat dalam penyusunan buku ini. Teruntuk para
pembaca, semoga buku ini dapat memberikan kemanfaatan sebagai
sumber keilmuan, aamiin.
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BAB 1
KONSEP DASAR KEBIJAKAN
PENDIDIKAN

Dyan Pratiwi, M.Pd.
[AIN Fattahul Muluk Papua

Pendahuluan

Pendidikan adalah sektor penting dalam kehidupan manusia. Melalui
proses pendidikan, potensi-potensi baik yang dimiliki manusia
diarahkan dan dikembangkan sehingga menjadi lebih optimal (Sujana,
2019). Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam
memberantas kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Melalui
pendidikan pula pemerintah berupaya untuk meningkatkan harkat
kehidupan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan warganya.
Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan sebuah bangsa, maka
pemerintah memberikan perhatian cukup serius dalam hal ini
(Pristiwanti et al., 2022).

Pendidikan merupakan sebuah sistem kompleks yang
membutuhkan sebuah kebijakan untuk mengaturnya agar proses
berjalannya dapat terlaksana dengan sistematis. Kebijakan yang
ditetapkan pemerintah sangat mempengaruhi bagaimana berjalannya
sebuah sistem pendidikan di sebuah negara (Aziz et al, 2020).
Kebijakan pendidikan dijadikan dasar serta payung hukum yang
memberikan arah serta kejelasan bagi pihak-pihak pengelola dan
penyelenggara pendidikan dalam berbagai upaya mencerdaskan
kehidupan bangsa (Rozak, 2021). Kebijakan pendidikan yang tepat
menjadi sebuah kebutuhan untuk mendukung terwujudnya cita-cita

pendidikan itu sendiri.
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Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan
Dilihat dari bahasa (etimologi), kata kebijakan (policy) diartikan

sebagai sebuah ketentuan, politik, aturan, keputusan, undang-undang,
atau rencana strategis. Kata kebijakan dalam Bahasa Yunani
diterjemahkan dengan istilah polis yang berarti negara, sedangkan
dalam bahasa latin, kebijakan dikenal dengan istilah politia yang
memiliki arti politik (Arwildayanto et al, 2018). Jika dilihat secara
bahasa maka makna kebijakan (policy) merujuk pada keputusan
pemerintah sebagai penyelenggara negara yang memiliki sifat umum
yang ditujukan untuk masyarakat secara luas (Rozak, 2021).

[stilah Pendidikan secara etimologi berasal dari kata paedagogie
dari bahasa Yunani yang diartikan sebagai bimbingan kepada anak.
[stilah pendidikan ini jika dilihat dari bahasa latin berasal dari kata
educare yang bermakna sebuah upaya mengeluarkan sesuatu dari
dalam (bring out). Sedangkan pendidikan jika dilihat dari bahasa Jawa
memiliki arti nggulowentah yang bermakna mengolah, mengubah
watak, pikiran, kemauan, dan kepribadian anak (Hidayat & Abdullah,
2019).

Dari uraian tersebut, secara etimologi, pendidikan dimaknai
sebagai sebuah usaha untuk mengeluarkan berbagai potensi yang
meliputi karakter, pemikiran, kemauan yang ada pada diri anak untuk
dibimbing ke arah yang lebih baik. Dari masing-masing pemaknaan
mengenai kata kebijakan dan pendidikan di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan merupakan aturan atau
keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur dan
mendasari upaya-upaya mencerdaskan dan mengembangkan
kehidupan masyarakat secara luas.

Jika dilihat secara terminologi, istilah kebijakan pendidikan
memiliki beragam pemaknaan. Untuk lebih memahaminya berikut ini
beberapa pendapat para pakar tentang makna dari kebijakan
pendidikan (Arwildayanto et al., 2018):

1. H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho (2009)
Kebijakan pendidikan merupakan kesatuan praktik dan teori
pendidikan yang mengarahkan tatanan kehidupan masyarakat
yang berkaitan dengan berbagai upaya untuk mencerdaskan
kehidupan.
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Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Perumusan kebijakan pendidikan, dilakukan oleh tim perumus
kebijakan yang terdiri dari berbagai unsur. Tim perumus kebijakan
tersebut antara lain terdiri dari politisi, pakar pendidikan, manajer
dan administrator pendidikan, akademisi serta praktisi pendidikan.
Ada beberapa tahapan atau fase dalam proses penyusunan kebijakan
pendidikan. Menurut Dunn (2004), berikut ini adalah rangkaian fase
penyusunan kebijakan pendidikan (Giantara & Amiliya, 2021):
1. Penyusunan Agenda
Fase penyusunan agenda adalah tahapan di mana para tim yang
telah dipilih untuk ikut andil merumuskan kebijakan pendidikan,
diangkat dan berwenang menempatkan masalah pada agenda
publik.
2. Formulasi Kebijakan
Pada tahap kedua ini, para tim kemudian merumuskan berbagai
pilihan-pilihan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah
pendidikan yang telah masuk pada agenda publik sebelumnya.
3. Adopsi Kebijakan
Fase adopsi kebijakan ini adalah tahap pengambilan keputusan
terhadap pilihan alternatif yang mendapat dukungan terbanyak
(mayoritas) untuk kemudian ditetapkan sebagai sebuah kebijakan.
4. Implementasi Kebijakan
Tahap ini adalah tahap pelaksanaan kebijakan pendidikan yang
telah ditetapkan pada fase sebelumnya. Kebijakan pendidikan diuji
coba untuk diterapkan, yang kemudian dilakukan penilaian dan
evaluasi terhadap kebijakan pendidikan tersebut.
5. Penilaian Kebijakan
Di tahap penilaian kebijakan ini dilakukan berbagai pemeriksaan
oleh beberapa pihak seperti eksekutif, legislatif, dan peradilan
apakah kebijakan tersebut telah memenuhi syarat undang-undang
untuk mencapai tujuan pendidikan.
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BAB 2
ISU-ISU KEBIJAKAN
PENDIDIKAN

Dr. Syalendra Putra, M.Pd.
SMA Negeri 1 Kota Bengkulu

Kebijakan Pendidikan

Salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa adalah
pendidikan. Kualitas sistem pendidikan dapat berdampak langsung
pada perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1)
menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran supaya peserta
didik mengembangkan potensi dirinya secara aktif untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.

Kenyataannya, pelaksanaan yang diamanatkan dalam UU Sistem
Pendidikan Nasional belum menghasilkan pemerataan pendidikan di
seluruh Indonesia. Karena proses kebijakan pendidikan pada
dasarnya tidak pernah free value, berbagai kepentingan seringkali
mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Pada tingkat
ini, kepentingan siswa, pendidik, dan masyarakat umum seringkali
diabaikan, dan pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat
kapitalis ketika menentukan kebijakan pendidikan.

Syalendra Putra
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Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
Masalah kekerasan dalam pendidikan di Indonesia merupakan isu

serius yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Masalah kekerasan
dalam pendidikan dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius
pada kesejahteraan fisik, mental, dan emosional siswa. Ini juga dapat
menghambat akses dan partisipasi siswa dalam pendidikan, serta
menciptakan lingkungan belajar yang tidak kondusif bagi
pertumbuhan dan perkembangan mereka. Untuk mengatasi masalah
kekerasan dalam pendidikan, diperlukan tindakan yang komprehensif
dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,
lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini termasuk
penerapan kebijakan yang melindungi hak-hak siswa, pelatihan guru
dalam manajemen kelas yang positif, kampanye anti-bullying,
pendidikan seksual yang inklusif, dan penciptaan lingkungan sekolah
yang aman dan mendukung.

Masalah perundungan (bullying) di dunia pendidikan merupakan
salah satu isu yang menjadi perbincangan di dunia pendidikan tidak
hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Perundungan dapat
menyebabkan dampak emosional yang serius bagi korban, termasuk
kecemasan, depresi, dan mempengaruhi kesehatan mental dan
kesejahteraan emosional siswa secara signifikan (Widamar, dkk,
2023). Siswa yang menjadi korban perundungan seringkali
mengalami gangguan belajar karena mereka sulit berkonsentrasi di
sekolah dan merasa tidak aman dalam lingkungan belajar.

Ini dapat mengganggu kemampuan mereka untuk belajar dan
mencapai potensi akademik mereka. Perilaku perundungan
cenderung berulang dan dapat menjadi siklus yang sulit untuk
dihentikan. Siswa yang menjadi korban perundungan sering kali
merasa terisolasi dan tidak mampu untuk melawan perilaku
perundungan, yang dapat mengakibatkan peningkatan kasus
perundungan di masa depan. Jika perilaku perundungan tidak
ditangani secara tegas oleh pihak sekolah dan masyarakat, hal ini
dapat menciptakan toleransi terhadap kekerasan di antara siswa. Ini
dapat memperkuat budaya kekerasan dan membuat sulit untuk
menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.

Syalendra Putra
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Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023, indikator iklim
keamanan sekolah mengalami penurunan pada tingkat sekolah
menengah pertama dan atas. Dalam indeks iklim keselamatan sekolah,
ditemukan tingkat SMP dan sederajat pada tahun ini turun 2,96 poin
dari 68,25 poin pada tahun 2021 menjadi 65,29. Terjadi penurunan
yang cukup besar pada level SMA sederajat dengan penurunan 5,09
poin menjadi 66,87 yang semula 71,96 pada tahun 2021. Penurunan
skor keamanan berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023 perlu
ditanggapi serius oleh pemerintah. Adanya kekerasan yang dialami
dan dilakukan oleh peserta didik dan pendidik menunjukkan bahwa
pendidikan tidak berfungsi secara maksimal. Pemerintah harus
mengawasi pembentukan tim pencegahan dan tanggap kekerasan
(TPPK) di satuan pendidikan. Hal ini sejalan dengan Permendikbud
Ristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan
kekerasan di satuan pendidikan.
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Yunitasari, M.Pd.Si.
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Model Perumusan Kebijakan

Model perumusan kebijakan adalah proses pengambilan keputusan
dan tindakan dengan berbagai alternatif pilihan yang mencakup
beberapa hal yang perlu dipertimbangkan baik keuntungan maupun
kerugian yang akan muncul yang dilakukan dengan pendekatan
sistematis dalam merumuskan maupun menentukan keputusan
kebijakan publik dalam bidang umum maupun dalam lingkup
pendidikan (Kholifah et al., 2024).

Perumusan Kebijakan merupakan langkah wutama dalam
menyusun kebijakan publik secara menyeluruh. Hal ini sangat penting
karena akan menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang
akan dibuat untuk masa sekarang ataupun massa yang akan datang.
Perumusan kebijakan yang baik adalah perumusan yang berorientasi
pada implementasi dan evaluasi, bukan sekedar sebuah konseptual
yang berisi pesan normatif (Bakry, 2010).

Ada berbagai model perumusan kebijakan yang telah
dikembangkan oleh para ahli dan praktisi dalam ilmu kebijakan.
Henni Marsari mengemukakan ada sembilan model perumusan
kebijakan antara lain model kelembagaan, model analisis kebijakan
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2. Konsultasi Dengan Stakeholder
Penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam
proses perumusan kebijakan, termasuk guru, siswa, orang tua,
organisasi masyarakat sipil, serta ahli pendidikan dan pembuat
kebijakan. Diskusi dan konsultasi dengan mereka akan membantu
memahami berbagai perspektif dan kebutuhan yang harus
dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan.

3. Penetapan Tujuan dan Prioritas
Berdasarkan analisis situasi dan masukan dari pemangku
kepentingan, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan
jangka pendek dan jangka panjang serta memprioritaskan area
yang perlu ditingkatkan dalam sistem pendidikan.

4. Perancangan Kebijakan
Setelah tujuan dan prioritas ditetapkan, perancangan kebijakan
dimulai. Ini melibatkan pengembangan gagasan dan strategi untuk
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Langkah ini
juga mencakup pembentukan kerangka kerja kebijakan, penentuan
langkah konkret, dan alokasi sumber daya yang diperlukan.

5. Pengujian dan Evaluasi
Sebelum kebijakan diimplementasikan secara luas, penting untuk
menguji dan mengevaluasi kebijakan tersebut melalui uji coba kecil
atau proyek percontohan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi
potensi dampak, kelemahan, dan peluang untuk perbaikan
sebelum kebijakan diadopsi secara penuh.

6. Implementasi
Setelah kebijakan diuji dan dievaluasi dengan baik, langkah
berikutnya adalah mengimplementasikannya secara luas. Ini
melibatkan komunikasi yang efektif, pelatihan, pengembangan
kurikulum, penyesuaian struktur organisasi, dan pengalokasian
sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi
kebijakan.

7. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Setelah  kebijakan  diimplementasikan, perlu dilakukan
pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan,
mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membuat penyesuaian
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yang diperlukan. Ini membantu memastikan bahwa kebijakan

pendidikan terus berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
8. Revisi Kebijakan

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, kebijakan pendidikan

perlu direvisi dan disesuaikan secara berkala agar tetap relevan

dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan dan

kebutuhan pendidikan.
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Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan mencakup serangkaian prinsip, pedoman, dan

peraturan yang dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga
pendidikan untuk membentuk struktur, pelaksanaan, dan yang
mencakupi hasil dari sebuah pendidikan. Berakar dari nilai-nilai
masyarakat, kebijakan pendidikan membahas berbagai masalah
termasuk akses ke pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan
guru, metodologi penilaian, dan kesetaraan pendidikan.

Kebijakan-kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang kompleks seperti melibatkan norma-norma budaya,
ideologi politik, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, dan tren global
dalam pendidikan. Dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki
kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan, maka kebijakan
pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan masa
depan masyarakat.

Menurut Elwijaya et al. (2021), kebijakan pendidikan
didefinisikan sebagai proses dan hasil perumusan langkah-langkah
strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan
untuk mencapai tujuan pendidikan melalui pelaksanaan langkah-
langkah strategis. Sedangkan di sisi lain, kebijakan pendidikan
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Inisiatif Kurikulum 2013 diluncurkan pada tahun 2013 oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (pada saat ini Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Tujuan utamanya
adalah untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan efektivitas
pendidikan dengan mengubah kurikulum berbasis konten menjadi
pendekatan berbasis kompetensi. Selain itu, kurikulum ini bertujuan
untuk mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan kemampuan
pemecahan masalah dikalangan siswa. Kurikulum ini juga
menekankan pendidikan karakter dan integrasi budaya dan nilai-nilai
lokal ke dalam kurikulum.

Selain itu pada kurikulum merdeka, kebijakan pendidikan yang
sedang digaungkan di Indonesia saat ini, merupakan bagian dari
transformasi sistem pendidikan yang akan menciptakan lingkungan
pembelajaran inklusif, relevan, dan beradaptasi dengan kebutuhan
generasi mendatang. Transformasi pendidikan dan kurikulum
merdeka berperan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang
inklusif, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan generasi
mendatang. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan sebuah inovasi
pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada
peserta didik dalam memilih, mengakses, dan mengembangkan
pembelajaran sesuai minat, bakat, dan potensi mereka.

Konsep ini diusung dengan tujuan agar peserta didik dapat
mengembangkan diri secara holistik, kreatif, dan mandiri sesuai
dengan perkembangan zaman (Septiani, 2023). Implementasi
kebijakan "merdeka belajar" memerlukan perencanaan yang matang
dan dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait meliputi
pelatihan dan pengembangan guru, pembuatan panduan dan sumber
daya, fasilitasi penetapan tujuan individu, pemberian pilihan dan
kontrol, penggunaan teknologi, kolaborasi dan peer learning, penilaian
formatif, umpan balik konstruktif, dukungan mental dan emosional,
evaluasi dan perbaikan secara berlanjut, partisipasi orang tua dan
stakeholder yang terlibat, dan implementasi kebijakan dengan
pendekatan yang bertahap (Rambung dkk. 2023).

Berdasarkan implementasi pemaparan kurikulum tersebut,
dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas, relevansi, dan efektivitas pendidikan dengan
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menjawab beragam kebutuhan dan tantangan dalam sistem
pendidikan. Implementasi yang sukses membutuhkan kolaborasi
antara lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan
organisasi masyarakat. Kedepannya, Indonesia dapat mengambil
manfaat dari, pendekatan inovatif dalam pengembangan kurikulum,
dan praktik-praktik inklusif yang mendorong kesetaraan dan
keunggulan pendidikan bagi semua siswa. Dengan memperhatikan
aspek-aspek ini, Indonesia dapat lebih meningkatkan sistem
pendidikannya untuk memenuhi tuntutan yang terus berkembang di
abad ke-21 dan mendorong perkembangan warga negaranya secara
menyeluruh.
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Pendahuluan
Berakhirnya kekuasaan rezim orde baru di bawah kepemimpinan

Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade di
Indonesia melahirkan satu era baru yakni era reformasi. Era reformasi
menjadi sebuah momentum baru yang melahirkan begitu banyak
perubahan dalam tatanan dan sistem pengelolaan kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Salah satu bentuk perubahan sebagai produk, bahkan dianggap
sebagai anak kandung orde reformasi adalah otonomi daerah.
Kelahiran Otonomi daerah dianggap sebagai sebuah reformasi
tatanan kehidupan bernegara dan menjadi arah baru model
pengelolaan negara, setelah sekian lama terkungkung dalam sistem
orde baru yang terkesan sentralistik, menuju kepada sistem
desentralisasi, dimana daerah diberi ruang seluas-luasnya dalam
mengurus dan mengelolah daerahnya sesuai dengan karakteristik
serta potensi daerah masing-masing.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
sebagai perubahan UU No. 22 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (5),
mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

Wencislaus Sirjon Nansi




Kebijakan Pendidikan Di Era Otonomi Daerah

dengan peraturan perundang-undangan”. Dalam regulasi UU No. 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tersebut, Pemerintah
Daerah diberi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,
fiskal/moneter, dan agama, serta kewenangan lain yang diatur secara
khusus yang masih menjadi urusan pemerintahan pusat. Adapun
dasar sekaligus sasaran pemberian kewenangan kepada daerah
dalam penyelenggaraan otonomi daerah yakni mendorong
percepatan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah, keadilan
dan pemerataan, demokratisasi serta penghargaan terhadap kearifan
budaya lokal (local wisdom), sekaligus menggali dan memanfaatkan
potensi-potensi dan keberagaman setiap daerah di Indonesia.

Dari sekian banyak kewenangan yang diberikan kepada daerah
setelah pemberlakuan otonomi daerah, salah satunya adalah
kewenangan dalam sektor pendidikan. Implikasi berlakunya otonomi
daerah dalam sektor pendidikan sangat luas yang meliputi beberapa
leading sektor seperti pengelolaan anggaran, pemanfaatan SDM, dan
pengembangan potensi daerah sesuai dengan karakteristik daerah
masing-masing. Perubahan sistem pengelolaan berdasarkan otonomi
daerah ini, setidaknya telah membuka ruang kepada pemerintah
daerah untuk lebih proaktif serta partisipatif dalam menentukan dan
memutuskan berbagai kebijakan bidang pendidikan.

Dengan semakin dekatnya jarak antar pengambil keputusan
dengan pihak yang menjalankan atau mengeksekusi keputusan
tersebut, diharapkan meminimalisir jurang antara harapan dan fakta
yang terjadi di lapangan. Atau dapat dikatakan, dengan adanya
kebijakan otonomi daerah, maka kebijakan dalam sektor pendidikan
diharapkan semakin menyentuh kebutuhan riil lembaga-lembaga
pendidikan di daerah, mengurangi kesenjangan dalam sektor
pendidikan antara daerah, serta setiap daerah lebih kreatif untuk
mengelolah pendidikannya sesuai dengan karakteristik dan ciri serta
kebutuhan daerahnya masing-masing.

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam
mewujudkan iklim belajar dan proses pembelajaran bagi peserta
didik, sehingga secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada
dirinya dalam membangun kekuatan moral spiritual, kemampuan
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pendidikan membawa angin segar arah kebijakan pengelolaan
pendidikan di Indonesia, dimana daerah termasuk sekolah diberikan
keleluasaan untuk mengelolah pendidikan di daerahnya sesuai
dengan kondisi dan karakter serta kebutuhan daerahnya masing-
masing.

Terlepas masih terdapat begitu banyak kekurangan dalam
pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pendidikan pasca otonomi
daerah, namun setidaknya bahwa dengan adanya otonomi dan
desentralisasi bidang pendidikan, daerah dapat dengan bebas
menggali potensi lokal pada daerahnya masing-masing untuk terus
dikembangkan dalam mendukung pendidikan nasional secara umum
agar lebih berkualitas.
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Pendahuluan
Era globalisasi, industry 4.0 dan society 5.0 merupakan dinamika di era
modern yang membuka peluang, kesempatan, dan sarana prasarana
yang besar bagi generasi muda bangsa dalam upaya memanfaatkan
dunia modern bagi kepentingan pribadi atau individu, komunitas
maupun kepentingan manusia secara umum. Globalisasi telah
memberikan tantangan dan dampak terhadap semua anak bangsa
yang tidak mampu menyangkal diri dengan beragam karakter mulia
yang berdampak pada perubahan perilaku sehingga memungkinkan
terjadi dekadensi moral di ranah pendidikan (Putry, 2019).
Dekadensi moral terjadi karena pengikisan nilai jati diri yang
berhubungan dengan berkurangnya nilai keagamaan, nasionalisme,
sosial budaya bangsa dan dinamika moralitas individu di kalangan
generasi muda. Berbagai persoalan berbangsa dan bernegara telah
berdampak terhadap kehidupan generasi muda sebagai masa depan
Indonesia. Lembaga pendidikan yang menjadi garda terdepan dalam
membangun karakter manusia diharapkan berkinerja baik melalui
pendidikan berkarakter, berakhlak mulia, dan berintegritas. Dinamika
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Indonesia mampu mengusir penjajah dari muka bumi pertiwi dan
dapat melindungi kekayaan alam Indonesia (Rasyad et al., 2021).
Bonus Demografi merupakan perubahan struktur umur
penduduk Indonesia yang harus diimbangi dengan pendidikan
karakter. Bonus disebabkan oleh suatu angka kematian bayi (infant
mortality rate) yang menurun sehingga jumlah bayi yang bertahan
hidup hingga dewasa menjadi meningkat secara proporsional
(Lengkong, Langi and Posangi, 2020). Pemerintah telah memberikan
perhatian kepada ibu hamil dan kesehatan bayi melalui dukungan
teknologi. Edukasi kepada seluruh komponen bangsa mengenai hidup
sehat akan mendukung hari esok yang lebih baik dan sejahtera.
Generasi milenial harus mampu hidup mandiri dan bekerja sama.
Pendidikan memiliki instrumen penting untuk menciptakan SDM
unggul guna mempertahankan dan mengisi NKRI di usia emas.
Perguruan Tinggi, sekolah, dan organisasi kemasyarakatan (ormas)
harus secara serius untuk ikut serta dalam membangun NKRI tercinta.
Ranah pendidikan menuju pada kemajuan ilmu yang signifikan.
Bangsa yang mandiri harus peduli pada pendidikan sehingga bonus
demografi menjadi berkah dan manfaat seluruh rakyat Indonesia.

Generarsi Emas 20415

Pada tahun, -
genap berusia

yang berarti

-
3
Gambar 6.4: Bonus Demografi 2045

Sumber: https://thewriters.id /bonus-demografi-berkah-atau-
musibah.
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Pendidikan karakter yang berwawasan kebangsaan harus
menawarkan solusi dalam menghadapi dekadensi moral dan budaya
yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter
multidimensi perlu hadir sebagai upaya untuk membentuk
masyarakat Indonesia yang tidak hanya produktif melainkan juga
berkarakter. Pendidikan karakter berkebangsaan harus dapat hadir
dalam kehidupan masyarakat Indonesia di berbagai ranah. Indonesia
tengah menghadapi 3 (tiga) tantangan kebangsaan, yaitu: bonus
demografi, disrupsi, dan ketidakpastian situasi global. Indonesia
membutuh leader yang mampu menjadi teladan dan berani bergerak
out of the box. Kondisi global saat ini kurang dapat diprediksi secara
mudah karena dinamika dan perkembangan kehidupan yang semakin
membutuhkan pemikiran kritis dan kreatif.

Keberadaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
memberikan ide dan gagasan dan membuka kesempatan besar
kepada pendidik dan peserta didik dalam menentukan sistem
pembelajaran yang paling efektif, transparan, dan sesuai kebutuhan.
Merdeka belajar bertujuan membentuk proses pendidikan yang
membahagiakan para pendidik dan peserta didik agar mampu
bereksplorasi dan berinteraksi secara bebas serta mandiri guna
mencapai tujuan nasional pendidikan. Aspek pengetahuan, sikap, dan
keterampilan akan mewarnai berbagai usaha meningkatkan kualitas
pembelajaran. Merdeka belajar memfokuskan aspek pengembangan
karakter yang relevan dengan nilai bangsa Indonesia (Ainia, 2020).

Gambar 6.5: Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Sumber: https://rmol.id/publika/read/2021/10/06/507037 /merdeka-
belajar-kampus-merdeka-mbkm-dan-revolusi-mental.
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BAB 7
PENDIDIKAN INKLUSI

Blasius Perang, CMM,, S.S., Ma.Psy.
Universitas Atma Jaya Makassar

Pendahuluan
Pendidikan inklusif adalah pendekatan baru untuk mendidik siswa
yang kesulitan belajar karena difabel bersama dengan mereka yang
normal dalam satu atap/ruang. Pendidikan ini disebut inklusi sebab
menyatukan semua siswa dalam satu kelas dan komunitas, terlepas
dari kekuatan atau kelemahan mereka di bidang apa pun dan
berupaya memaksimalkan potensi semua siswa. Pendidikan ini adalah
salah satu cara paling efektif untuk mempromosikan masyarakat yang
inklusif, terbuka, respek dan toleran. Inklusifitas tercermin dalam
pengajaran tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan dalam
memberikan pengajaran, pembinaan dan pendidikan pada umumnya.
Pada "Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus:
Akses dan Kualitas" (1994, Pernyataan Salamanca, Spanyol), prinsip
pendidikan inklusif ditetapkan. Forum Pendidikan Dunia juga
mengulanginya (Dakar, Senegal 2000). Pernyataan tersebut meminta
pemerintah untuk memberikan prioritas tertinggi untuk membuat
sistem pendidikan inklusif dan mengadopsi prinsip aturan standar
inklusif tentang persamaan peluang bagi penyandang disabilitas yang
menyatakan partisipasi dan kesetaraan untuk semua. Pendidikan
inklusif dipahami sebagai proses menangani kebutuhan yang beragam
dari semua peserta didik dengan mengurangi hambatan dalam
lingkungan belajar. Mendukung (UNICEF 2007). Pendidikan inklusif
adalah proses meningkatkan kemampuan sistem pendidikan yang
mencakup semua setiap siswa dan siswi.
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Guru yang memiliki kemampuan untuk mengajar mata
pelajaran tertentu disebut sebagai guru mata pelajaran. Guru
mata pelajaran memiliki tugas-tugas berikut: (a) Membuat
lingkungan belajar yang nyaman bagi anak-anak sehingga
mereka merasa nyaman belajar di kelas atau sekolah.; (b)
Membangun dan menerapkan penilaian akademik untuk
setiap siswa untuk menentukan kemampuan dan kebutuhan
mereka; (c) Dengan bantuan Guru Pembimbing Khusus
(GPK), buat rencana pembelajaran/Program Pembelajaran
Individual (PPI); (d) Lakukan kegiatan pembelajaran,
penilaian, dan tindak lanjut sesuai dengan PPI atau rencana
pembelajaran yang telah ditetapkan untuk pendidikan
khusus yang memenuhi tuntutan profesi. GPK membantu
guru reguler memberikan pendidikan khusus dan/atau
intervensi kompensasi kepada peserta didiknya; (f)
Menciptakan program layanan kompensatoris untuk siswa
berkebutuhan khusus; (g) Berkolaborasi dengan guru kelas
dan guru mata pelajaran untuk mendukung dan/atau
mengajar siswa berkebutuhan khusus dalam pembelajaran
akademik.

3) Tenaga Kependidikan
Orang-orang yang menangani administrasi, pustakawan,
laboran, dan staf pusat sumber belajar adalah tenaga
kependidikan, yang membantu sekolah menjalankan
program pendidikannya.

4) Pengadaan dan Pembinaan
Permendiknas No. 70 tahun 2009 menetapkan beberapa hal
yang perlu diperhatikan saat memilih dan meningkatkan
kompetensi pendidik.
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BAB 8
KEBIJAKAN GURU DAN
DOSEN

Rudi Purwana, S.Pd.I.,, M.Hum.
Institut Kesehatan Helvetia

Kebijakan Guru dalam Konteks Pendidikan Kontemporer
Pendidikan adalah bagian penting dari pembangunan masyarakat, dan
peran guru sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang
tinggi. Sebagai pusat proses pembelajaran, guru tidak hanya
bertanggung jawab untuk menyampaikan pelajaran, tetapi mereka
juga bertanggungjawab untuk membentuk karakter dan
mengembangkan potensi siswa. Berbagai kebijakan telah dibuat
untuk mengarahkan dan mengawasi kinerja guru di sekolah modern
untuk memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka
dengan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan
Johnson (2019), pemahaman mendalam tentang teori pendidikan
yang relevan diperlukan untuk menerapkan kebijakan guru yang
efektif. Selain itu, konsep-konsep ini harus diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari.

Teori pembelajaran konstruktivis adalah salah satu teori
kebijakan guru yang relevan. Teori ini berpendapat bahwa, daripada
hanya menerima informasi secara pasif dari guru, siswa membuat
pengetahuan sendiri. Studi yang dilakukan oleh Brown (2020)
menunjukkan betapa pentingnya peran guru sebagai pendukung
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Tabel ini menunjukkan beberapa aspek penting dari kebijakan
pendidikan yang berkaitan dengan peran guru dan dosen dalam
sistem pendidikan. Pertama-tama, menetapkan standar kualifikasi
guru adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka
memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan
berkualitas tinggi kepada siswa mereka. Standar ini mencakup
pemahaman mendalam tentang materi pembelajaran serta
keterampilan pedagogis yang efektif untuk mengajar dengan baik.

Selain itu, evaluasi kinerja guru merupakan bagian penting dari
memastikan kualitas pengajaran. Dengan menggunakan mekanisme
evaluasi yang sistematis dan menyeluruh, lembaga pendidikan dapat
menemukan kekuatan dan area pengembangan guru sehingga mereka
dapat terus meningkatkan praktik pengajaran mereka untuk
memenuhi kebutuhan siswa dan perkembangan pendidikan terbaru.

Kebijakan pendidikan juga berfokus pada pengembangan
profesional guru dan dosen. Lembaga pendidikan dapat
meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan
menggunakan program pelatihan, workshop, dan sumber daya
lainnya. Ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan
penelitian, tetapi juga akan memungkinkan mereka untuk tetap
relevan dengan perubahan yang terjadi dalam konteks pendidikan.

Terakhir, kebijakan pendidikan yang efektif juga memperhatikan
kesehatan guru dan dosen. Menawarkan bantuan dan sumber daya
untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan profesional mereka
akan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, yang
akan berdampak positif pada kualitas pendidikan, penelitian, dan
layanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Lembaga
pendidikan dapat membuat lingkungan yang mendukung guru dan
dosen untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik mereka
untuk mencapai tujuan mereka.
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BUKU TEKS PEMBELAJARAN

Arif Bulan, M.Pd.
STKIP Yapis Dompu

Pendahuluan

Di Indonesia, kebijakan kurikulum dan buku teks pembelajaran
merupakan dua aspek penting dalam sistem pendidikan. Kurikulum
merujuk pada rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi,
metode pengajaran, dan penilaian dalam proses pendidikan
(Nasution, 2016). Sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah
mengeluarkan berbagai kebijakan kurikulum untuk memperbaiki dan
memperbarui sistem pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman
dan kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini mencakup pendekatan
pembelajaran, penekanan pada aspek-aspek tertentu, dan integrasi
nilai-nilai lokal dan global dalam kurikulum.

Selain kurikulum, buku teks pembelajaran juga memiliki peran
krusial dalam proses pendidikan di Indonesia. Buku teks menjadi
sumber utama bagi siswa dan guru dalam memahami materi
pembelajaran. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah
Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas buku teks dengan
mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu,
upaya juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan buku teks yang
memadai dan terjangkau bagi seluruh siswa di seluruh Indonesia.
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Tantangan Dalam Pembuatan dan Penerapan Buku Teks
Tantangan dalam pembuatan dan penerapan buku teks mencakup
berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas dan aksesibilitas
pendidikan. Pertama-tama, proses pembuatan buku teks seringkali
melibatkan penyusunan materi yang sesuai dengan kurikulum yang
berlaku dan mengikuti standar kualitas yang ditetapkan. Tantangan
utamanya adalah memastikan bahwa buku teks tidak hanya relevan
dengan kurikulum, tetapi juga mampu menyampaikan informasi
dengan cara yang jelas, mudah dipahami, dan menarik bagi siswa.
Aksesibilitas buku teks juga menjadi tantangan penting, terutama
di daerah terpencil atau di lingkungan dengan keterbatasan
infrastruktur pendidikan. Pembuatan dan distribusi buku teks dalam
jumlah yang memadai serta memastikan bahwa buku teks tersebut
dapat diakses oleh semua siswa menjadi prioritas yang perlu
diperhatikan. Tantangan ini seringkali melibatkan koordinasi antara
pemerintah, penerbit, dan lembaga pendidikan untuk memastikan
bahwa semua siswa memiliki akses yang sama terhadap buku teks.
Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri
dalam pembuatan dan penerapan buku teks. Meskipun teknologi
dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam meningkatkan
aksesibilitas dan interaktivitas buku teks, namun tidak semua siswa
memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Oleh karena itu,
tantangan terkait kesenjangan digital dan perlunya penyediaan
infrastruktur teknologi yang memadai menjadi hal yang perlu
dipertimbangkan dalam penerapan buku teks berbasis teknologi.
Tantangan terakhir adalah evaluasi dan pembaruan konten buku
teks secara berkala. Dengan perkembangan pengetahuan dan
teknologi yang cepat, penting untuk memastikan bahwa buku teks
tetap relevan dan akurat. Proses evaluasi konten dan perubahan yang
diperlukan dalam buku teks memerlukan sumber daya yang cukup
dan kerja sama antara pemerintah, penerbit, dan pakar pendidikan.
Secara keseluruhan, tantangan dalam pembuatan dan penerapan
buku teks memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif
untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses yang sama
terhadap materi pembelajaran yang berkualitas dan relevan dengan
kebutuhan pendidikan mereka.
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Persiapan dan Perencanaan Implementasi Kebijakan
Program Sertifikasi Guru

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Johnson (2021),
persiapan yang matang dan perencanaan yang komprehensif dapat
menentukan Kkeberhasilan pelaksanaan Kkebijakan pendidikan.
Persiapan dan perencanaan yang matang juga merupakan tahapan
penting dalam memastikan kesuksesan program sertifikasi guru.
Untuk sertifikasi guru, identifikasi tujuan dan kebutuhan program,
penetapan standar kualifikasi yang relevan, dan pembentukan
kerangka kerja yang jelas untuk proses sertifikasi adalah semua
bagian dari persiapan.

Selain itu, penelitian baru-baru ini oleh Garcia et al. (2022)
menekankan betapa pentingnya melibatkan pemangku kepentingan
utama dalam proses perencanaan implementasi, yang mencakup guru,
lembaga pendidikan, dan pemerintah. Kebijakan sertifikasi guru dapat
dibuat secara lebih inklusif dan relevan dengan lingkungan lokal
dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan yang
beragam.
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Infrastruktur dan sumber daya yang tersedia adalah komponen
tambahan yang perlu dipertimbangkan saat mempersiapkan
implementasi. Studi yang dilakukan oleh Chen dan Wang (2020)
menekankan bahwa untuk mendukung proses sertifikasi guruy,
investasi dalam infrastruktur teknologi pendukung, pelatihan staf, dan
pengembangan materi sangat penting. Implementasi kebijakan
sertifikasi guru dapat mengalami kesulitan besar jika tidak ada
infrastruktur yang memadai.

Strategi yang efektif untuk berkomunikasi dan sosialisasi juga
merupakan bagian penting dari perencanaan implementasi. Penelitian
yang dilakukan oleh Lee et al. (2023) menemukan bahwa komunikasi
yang jelas dan terbuka dapat membantu mengurangi penolakan dan
meningkatkan partisipasi guru dalam program sertifikasi. Akibatnya,
sangat penting untuk membuat kampanye informasi yang berhasil
dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berbicara dan
memberikan umpan balik.

Dalam merencanakan dan mempersiapkan implementasi
kebijakan sertifikasi guru, penting untuk mempertimbangkan
keberlanjutan jangka panjang dan keuangan. Untuk mendukung
implementasi program sertifikasi guru, alokasi anggaran yang
memadai dan strategi pendanaan yang berkelanjutan sangat penting,
menurut penelitian yang dilakukan oleh Wang dan Liu (2023).
Program sertifikasi guru dapat dilanjutkan dan memberikan manfaat
jangka panjang bagi sistem pendidikan dengan memastikan
kemandirian keuangan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kim dan Park (2022)
menekankan pentingnya mempertimbangkan elemen kontekstual
khusus dalam proses perencanaan implementasi. Dalam merancang
strategi implementasi yang efektif, setiap wilayah atau lembaga
pendidikan memiliki karakteristik dan kesulitan yang berbeda. Oleh
karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibel dalam
perencanaan sangatlah penting.

Selain itu, penelitian terbaru oleh Brown et al. (2023)
menunjukkan bahwa penyediaan dukungan teknis dan administratif
yang memadai juga merupakan komponen penting dalam persiapan
penerapan kebijakan sertifikasi guru. Dukungan ini dapat mencakup
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kepentingan sangat penting untuk pelaksanaan, dan ini mencakup
semua pihak yang terkait seperti guru, lembaga pendidikan,
pemerintah, dan organisasi profesi guru.

Proses implementasi juga membutuhkan dukungan teknis dan
sumber daya yang memadai, termasuk infrastruktur teknologi,
pelatihan karyawan, dan alokasi anggaran yang cukup. Terakhir,
komunikasi dan sosialisasi program sertifikasi guru kepada semua
pemangku kepentingan merupakan langkah penting untuk
memastikan bahwa program dipahami secara menyeluruh dan
mendapatkan dukungan yang luas. Dengan memperhatikan dan
melaksanakan secara efektif semua elemen tersebut, diharapkan
pelaksanaan kebijakan program sertifikasi guru dapat berjalan
dengan lancar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap
pengembangan profesional guru dan kualitas pendidikan siswa.
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Urgensi Pemerataan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam pembangunan individu dan
masyarakat secara keseluruhan. Pentingnya pendidikan tidak hanya
terbatas pada pengembangan pengetahuan, perkembangan fisik,
pikiran, perasaan, kesehatan tetapi juga membentuk karakter,
keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam
kehidupan (Anas Hadi, 2019). Pendidikan yang merata untuk semua
memiliki dampak positif yang luar biasa.

Pendidikan merata membantu mendorong pembangunan,
mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi, membuka pintu peluang
bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan (Maula dkk., 2023). Hal
ini mampu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan
berkelanjutan. Selain itu, pendidikan merata juga merupakan
investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia
yang kompeten, inovatif, dan mampu bersaing ditingkat global
(Kardina & Magriasti, 2023).

Ketidaksetaraan akses pendidikan merupakan permasalahan
yang masih dihadapi banyak negara di seluruh dunia. Di negara kita,
banyak keluarga tidak mampu memenuhi biaya pendidikan yang
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serius, terutama di tingkat pendidikan menengah, yang disebabkan
oleh berbagai faktor mulai dari kemiskinan hingga kurangnya
motivasi akademik serta tekanan ekonomi untuk bekerja
(Widiasanti dkk., 2023).

Namun, pelaksanaan kebijakan wajib belajar juga membawa
dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Salah
satunya adalah peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari
latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Kebijakan ini
memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari
keluarga miskin untuk bersekolah, mengurangi kesenjangan sosial,
dan meningkatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup
mereka di masa depan (Indriani & Awaru, 2023). Selain itu, wajib
belajar juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan
tingkat literasi dan keterampilan di kalangan anak-anak, yang pada
gilirannya dapat mendukung peningkatan produktivitas tenaga
kerja dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Magdalena
dkk., 2019). Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat,
dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pelaksanaan
kebijakan wajib belajar di Indonesia memiliki potensi besar untuk
mengatasi tantangan pendidikan yang ada dan menciptakan
dampak positif yang signifikan bagi masa depan pendidikan di
negara ini.

7. Peran Pemerintah dan Masyarakat
Pelaksanaan kebijakan wajib belajar di Indonesia melibatkan peran
penting dari pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama
(Angger Angelino Montolalu, 2015). Berikut adalah peran yang
dimainkan oleh keduanya:
a. Pemerintah

1) Menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur wajib
belajar di Indonesia, termasuk menentukan usia dan jenjang
pendidikan yang menjadi batas wajib belajar.

2) Menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai,
seperti gedung sekolah, fasilitas pembelajaran, dan sarana
transportasi, terutama di daerah-daerah terpencil atau
tertinggal.
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3) Membuat program-program pendidikan dan kebijakan yang
mendukung, seperti beasiswa atau bantuan biaya
pendidikan, untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki
akses yang sama terhadap pendidikan.

4) Memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan wajib
belajar, serta memberikan sanksi atau insentif yang
diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan kualitas
pendidikan yang diberikan.

. Masyarakat

1) Mendukung dan mempromosikan pentingnya pendidikan
dalam masyarakat, termasuk memastikan bahwa orang tua
atau wali murid memahami dan mematuhi kebijakan wajib
belajar.

2) Mengawasi dan melaporkan kejadian-kejadian yang
melanggar kebijakan wajib belajar, seperti anak-anak yang
tidak bersekolah atau putus sekolah, kepada pihak
berwenang.

3) Berperan aktif dalam kegiatan sekolah dan pendidikan di
komunitas mereka, seperti menjadi anggota komite sekolah
atau mengadakan kegiatan pendidikan tambahan di luar jam
sekolah.

4) Memberikan dukungan moral dan motivasi kepada anak-
anak untuk tetap bersekolah, serta menghilangkan
hambatan-hambatan yang dapat menghalangi mereka untuk
belajar, seperti masalah ekonomi atau sosial.

Dengan peran yang aktif dari pemerintah dan masyarakat,
implementasi kebijakan wajib belajar di Indonesia dapat
berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif bagi
perkembangan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di
seluruh negeri.
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Latar Belakang dan Sejarah Program Pendidikan Gratis
Program pendidikan merupakan rangkaian kegiatan terencana dan

terstruktur dalam mencapai tujuan pendidikan. Perancangan program
pendidikan dilakukan mulai pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) sampai dengan pendidikan tinggi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam
mencapai tujuan pendidikan nasional yang mencakup beberapa aspek
seperti pembentukan karakter berbudi pekerti luhur, peningkatan
kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat,
pengembangan potensi individu, pemantapan ideologi dan
nasionalisme, penyediaan tenaga Kkerja berkualitas, serta
pengembangan sains dan teknologi.

(Dwi, 2023) menemukan beberapa masalah pendidikan di
Indonesia yaitu: (1) akses pendidikan terbatas, (2) terjadinya
ketimpangan pendidikan, (3) kurangnya kualitas guru dan tenaga
pendidik, (4) tidak relevannya kurikulum yang diterapkan, (5)
kurangnya kualitas sarana dan prasarana, (6) kesenjangan digital, dan
(7) kurangnya kualitas ujian dan evaluasi. (Rahman et al., 2020)
menemukan bahwa program pendidikan gratis tidak dapat
diharapkan dalam meningkatkan kualitas sekolah.

Randitha Missouri




Kebijakan Program Sekolah Gratis

Namun, pendidikan gratis dapat meningkatkan kuantitas
partisipasi siswa di sekolah. Program pendidikan gratis berdampak
terhadap rendahnya minat orangtua dan siswa mendukung
peningkatan kualitas pendidikan karena memiliki mental peminta dan
serba gratis.

Sejarah perkembangan program pendidikan gratis di Indonesia
berawal pada tahun 1945 setelah kemerdekaan Indonesia. Dibawah
kepemimpinan presiden Soekarno Hatta konsep pendidikan gratis
diadopsi untuk menegaskan komitmen pemerintah terhadap
pemerataan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Namun, program
pendidikan pada masa ini terbatas dan tidak merata karena
keterbatasan sumber daya. Tahun 1966-1998 pada masa orde baru
dibawah kepemimpinan presiden Soeharto, akses program
pendidikan gratis diperluas melalui program wajib belajar 9 tahun.

Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai dengan sekolah
menengah pertama (SMP). Meskipun pada masa orde baru program
pendidikan bertujuan menjadi pendidikan gratis, namun masih
terdapat biaya seperti seragam, pendaftaran, dan buku yang
membebani keluarga kurang mampu (Romlah et al, 2023)
menemukan bahwa kebijakan pendidikan gratis berpengaruh
langsung dan signifikan terhadap pemerataan akses layanan
pendidikan dan secara langsung berpengaruh pada peningkatan
kualitas pembelajaran.

Tahun 2005 pada masa reformasi pendidikan abad 21 di bawah
kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuat program
pendidikan gratis melalui program Bantuan Operasional Sekolah
(BOS). Dana BOS diberikan secara langsung kepada pihak sekolah
untuk menutupi biaya operasional dan sebagai biaya sekolah siswa
tidak mampu. Program BOS merupakan langkah awal menuju
pendidikan gratis meskipun program ini tidak dapat menghapus biaya
sekolah secara langsung. Tahun 2015 dibawah kepemimpinan
presiden Joko Widodo, pemerintah membuat program pendidikan
gratis melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Program ini berupa pemberian biaya tunai kepada siswa, bantuan
beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan lainnya. Program ini
bertujuan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang
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kenyamanan belajar siswa dan berdampak pada meningkatnya
minat dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, upaya
peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara
terus menerus perlu dilakukan.

6. Peningkatan Pengawasan Dan Evaluasi
Evaluasi terhadap proses monitoring dan evaluasi program
pendidikan gratis harus dilakukan pemerintah dengan ketat.
Lemahnya monitoring dan evaluasi memberi peluang pada pihak
tidak bertanggung jawab untuk menyalahgunakan anggaran.
Semakin meningkatnya kasus korupsi di bidang pendidikan
menjadi atensi khusus bagi pemerintah dalam memperketat
pengawasan dan evaluasi.

7. Kolaborasi Dengan Stakeholder Pendidikan
Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan pencapaian
tujuan program pendidikan gratis yaitu melalui kerjasama dengan
stakeholder pendidikan seperti kerjasama dengan perusahaan
nasional dan internasional bidang pendidikan, pihak swasta,
sekolah bertaraf internasional, dan industri kerja. Hal ini dilakukan
selain untuk memperoleh bantuan biaya pendidikan (beasiswa),
juga menjadi wadah siswa mengembangkan diri melalui praktek
langsung pada mitra pemerintah.

8. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Kebijakan pemerintah dalam program pendidikan gratis juga harus
dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya pendidikan dan manfaat program pendidikan gratis.
Hal ini dilakukan guna mendorong orang tua untuk berpartisipasi
aktif dalam pendidikan anak. Upaya yang dapat dilakukan
pemerintah salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi
tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat.

9. Menambah Fokus Program Pada Pendidikan Inklusif
Program pendidikan gratis belum terlalu fokus pada pendidikan
inklusif. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi
terhadap objek program pendidikan gratis, sehingga siswa
berkebutuhan khusus juga dapat memperoleh hak yang sama.
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Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu aktivitas yang sangat kompleks,
melibatkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia dalam
prosesnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam
konteks pendidikan, terdapat elemen-elemen politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya, kesehatan, psikologis, sosiologis, bahkan
agama (Madjid, 2018). Karena itulah, pendidikan menjadi aspek yang
sangat vital dalam upaya untuk meningkatkan dan memberdayakan
kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan bangsa, yakni
menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Nurkholis &
Santosa, 2022).

Berbagai kebijakan inisiasi dalam mengelola urusan kehidupan
keagamaan muncul karena perbedaan pendapat tentang bagaimana
negara dan agama seharusnya berinteraksi. Kelompok yang
mendukung secara kuat mengungkapkan bahwa agama dan negara
memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, serta
mendorong penambahan simbol-simbol formal agama dalam struktur
negara. Sedangkan kelompok yang menentang menginginkan
pemisahan antara urusan agama dan negara, karena mereka percaya
bahwa kedua hal tersebut memiliki prinsip yang berbeda (Mustofa,
2020).
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memenuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, dan
pemerintah diharapkan memperlihatkan peran yang lebih serius
dalam mendukung pesantren. Tujuannya adalah agar cita-cita yang
tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi “mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, dapat
tercapai dengan sukses (Nuraeni, 2021).
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PENDIDIKAN

Jeremias Leda, S.T., M.Sc.
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Pendahuluan

Beasiswa merupakan suatu bentuk bantuan ekonomi yang diberikan
untuk membantu penerimanya, khususnya pelajar dan mahasiswa,
untuk menyelesaikan studinya. Permohonan beasiswa dapat
diberikan melalui berbagai pihak seperti lembaga pendidikan,
pemerintah, yayasan, dunia usaha atau lembaga swadaya masyarakat.
Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan pendidikan
kepada individu yang memiliki kemampuan atau prestasi di bidang
tertentu, namun mungkin juga menghadapi hambatan keuangan
dalam membiayai pendidikan.

Secara umum, beasiswa merupakan kegiatan penyaluran bantuan
bagi penerima dengan kemampuan finansial terbatas agar dapat
mengikuti pendidikan dan pelatihan. Beasiswa berperan besar dalam
usaha mendorong dan meningkatkan kemampuan dan sumber daya
manusia agar mencapai keunggulan, meningkatkan kesempatan
menempuh pendidikan dan memberikan dampak penting bagi
masyarakat.

Untuk memperoleh beasiswa, pihak pemberi beasiswa biasanya
menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria-kriteria
tersebut dapat meliputi keberhasilan akademis menggunakan
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penilaian standar yang tinggi, keterampilan unik di bidang tertentu
seperti olahraga, seni atau musik, manajemen, keterlibatan dalam
masyarakat sosial, dan aspek finansial dan kondisi ekonomi. Apabila
dinyatakan memenuhi syarat maka penerima beasiswa memperoleh
berbagai manfaat seperti yang ditetapkan oleh pihak pemberi
beasiswa, antara lain biaya kuliah, buku, alat tulis, dan biaya hidup
sehari-hari.

Program beasiswa dapat saja memberikan kesempatan yang luas
bagi penerimanya, seperti kesempatan magang, mentoring atau akses
ke jaringan profesional yang memungkinkan peningkatan peluang
karir di masa yang akan datang.

Gambar 14.1: [lustrasi Beasiswa
Sumber: http://pokohkidul.desa.id/berita/read/informasi-program-
bantuan-siswa-miskin/.

Dengan mendapatkan beasiswa, seseorang memiliki kesempatan
untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani oleh beban
finansial yang berat. Beasiswa juga dapat memberikan motivasi
tambahan untuk meningkatkan prestasi akademik, mengembangkan
bakat dan minat, serta membantu membangun jaringan profesional
dan akademik yang luas.
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Penutup

Pemerintah telah menjalankan berbagai program beasiswa mulai dari
jenjang pendidikan dasar hingga jenjang pendidikan tinggi.
Efektivitas implementasi kebijakan beasiswa memang masih perlu
ditingkatkan namun demikian menurut data statistik Biro Pusat
Statistik telah terjadi peningkatan pemerataan pendidikan nasional.
Peran beasiswa pendidikan terhadap pembangunan nasional pun
telah diuraikan dengan sangat jelas dan oleh karena itu kebijakan
beasiswa pendidikan harus terlaksana berkesinambungan sekarang
dan masa yang akan datang demi pencapaian tujuan bernegara yakni
kesejahteraan masyarakat Indonesia yang adil makmur.
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BAB 15
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
MERDEKA BELAJAR

Mudatsir, S.Pd., M.Pd.
Universitas Musamus

Pengertian Kurikulum Merdeka Belajar

Konsep merdeka belajar, diperkenalkan oleh Bapak Nadiem Anwar
Makarim, menyoroti pentingnya kemerdekaan dan kemandirian
dalam menetapkan metode pembelajaran yang optimal.. Kurikulum
merdeka belajar memungkinkan sekolah untuk mengembangkan pola
orientasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan
berlandaskan kurikulum nasional.

Kurikulum ini bukanlah kurikulum baru, melainkan merupakan
penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan fokus luas tidak
hanya pada siswa tetapi juga melibatkan semua unsur pendidikan.
Salah satu perbedaannya dengan kurikulum sebelumnya adalah
inklusi mata pelajaran TIK. Kurikulum merdeka belajar
mengembangkan mata pelajaran berdasarkan enam komponen ke
pelajaran Pancasila:

1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
2. Berkebinekaan global.

Bergotong royong.

Kreatif.

Bernalar kritis.

Mandiri.

oUW
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Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, siswa dapat
mengeksplorasi secara mendalam tema-tema atau isu penting seperti
gaya hidup berkelanjutan, toleransi, kesehatan mental, budaya,
wirausaha, teknologi, dan kehidupan demokrasi. Projek ini melatih
peserta didik untuk melakukan tindakan konkret sebagai respons
terhadap isu-isu tersebut sesuai dengan tahap belajar mereka.

Kurikulum merdeka belajar telah menjadi terobosan penting
dalam dunia pendidikan Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi
sorotan adalah bagaimana kurikulum ini mampu menciptakan
manajemen unggulan di sekolah-sekolah. Manajemen unggulan dalam
konteks ini merujuk pada kemampuan sekolah dalam mengelola
pembelajaran, sumber daya manusia, dan lingkungan belajar secara
efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Pertama-tama, kurikulum merdeka memberikan kebebasan
kepada sekolah untuk merancang dan mengelola pembelajaran sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal ini memungkinkan
terciptanya program pembelajaran yang lebih relevan dengan realitas
lokal dan kebutuhan global, sehingga siswa dapat mengembangkan
potensi dan minatnya secara maksimal.

Kedua, kurikulum ini mendorong adanya kolaborasi antara guru,
siswa, orang tua, dan komunitas dalam mengelola pembelajaran.
Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, manajemen pembelajaran
di sekolah dapat lebih komprehensif dan berorientasi pada hasil yang
diinginkan.

Selain itu, kurikulum merdeka juga menekankan pada
pengembangan kompetensi sosial dan kepemimpinan siswa. Hal ini
dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan
memperkuat keterampilan kepemimpinan siswa di masa depan.
Peningkatan anggaran tersebut berdampak positif pada peningkatan
kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Penurunan jumlah siswa
per kelas (rasio guru-siswa) dan peningkatan fasilitas serta
infrastruktur di lembaga pendidikan (Beatty et.al, 2021). Namun,
beberapa ukuran prestasi siswa belum mencapai tingkat yang
diharapkan.

Jeremias Leda



Kebijakan Beasiswa Pendidikan

Daftar Pustaka

Beatty, A., Berkhout, E., Bima, L. Pradhan, M., & Suryadarma, D.
(2021). Schooling progress, learning reversal: Indonesia’s learning
profiles between 2000 and 2014. International Journal of
Educational Development, 85, 102436.
https://doi.org/10.1016/j.ijjedudev.2021.102436

Mudatsir, M., Ramli, R. B., & Mustakim, M. (2023). Optimalisasi
Keterampilan Mengajar Guru Melalui Supervisi Klinis Kepala
Sekolah Pendekatan Kolaboratif Era Merdeka Belajar. ARSEN:
Jurnal Penelitian Pendidikan, 1(1), 39-49.

R. Maulana. (2021). Merdeka Belajar. Kemendikbud. Retrieved from
https://repositori.kemdikbud.go.id/23565/1/Merdeka%20Belaja
r.pdf

Jeremias Leda

207



Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

PROFIL PENULIS

Mudatsir, S.Pd., M.Pd.
Lahir di Makassar, 11 November 1994.
Penulis adalah anak kedua dari dua

&)

bersaudara dari pasangan Alm. H.
i Muhammad Rusdi dan Hj. Marawiah. Penulis
mempunyai istri bernama Musyahidah.
Penulis menyelesaikan studi di Madrasah
Aliyah Negeri 2 Makassar dan berhasil lulus
pada tahun 2013. Penulis kemudian
melanjutkan pendidikan ke Perguruan
Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Administrasi
Pendidikan Universitas Negeri Makassar pada tahun 2018. Dua tahun
kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Manajemen
Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Pendidikan dan
Media Pembelajaran. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen
profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya
tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh
internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti,
penulis juga aktif menulis buku yaitu “Profesi Keguruan: Menjadi Guru
Transformatif di Era Merdeka Belajar (2023)” dengan harapan dapat
memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat
tercinta ini.

"\ i

Email Penulis: mudatsir@unmus.ac.id.

Mudatsir


mailto:mudatsir@unmus.ac.id

BAB 16
KEBIJAKAN PENDIDIKAN
AGAMA DAN KEAGAMAAN

Rico Setyo Nugroho, M.Pd.I.
Universitas Semarang

Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat c yang berisi terkait

amanah yang diberikan pemerintah agar mengikhtiarkan sebuah
model pendidikan nasional yang bertujuan agar masalah keimanan
dan ketakwaan serta akhlakul karimah peserta didik menjadi lebih
menonjol sehingga kecerdasannya akan selaras dengan hal tersebut
seperti yang diatur Undang-Undang. Dalam tujuan pendidikan
nasional dan pendidikan tinggi yang tertera dalam dalam Undang-
Undang No.20 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2012, di
mana menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional dan tujuan
pendidikan tinggi menyebutkan bahwa iman, takwa, dan akhlak mulia
menjadi sesuatu yang sangat ditekankan dalam sebuah proses belajar
mengajar atau pendidikan.

Dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 diterangkan bahwa
tujuan pendidikan tinggi yang intinya adalah adanya sifat atau
karakter manusia yang mempunyai iman, taqwa, dan budi pekerti
yang baik dan bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak
meninggalkan masalah kesehatan fisik jasmaninya, dan seterusnya.
Tujuan tersebut sangatlah mulia sehingga diperlukan sebuah proses
dan konsep pendidikan yang benar-benar serius. Maka, empat unsur
dalam pendidikan yaitu pertama adalah tujuan dan target pendidikan;
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kedua adalah kurikulumnya; ketiga adalah program pendidikan; dan
keempat adalah evaluasi pendidikan. Keempat unsur tadi seharusnya
diselaraskan agar tercapai tujuan pendidikan yang diinginkan
bersama (Husaini, 2015).

Pendidikan dalam sebuah tatanan masyarakat sangatlah
memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
kemajuan dari masyarakat tersebut, sebab pendidikan merupakan
sebuah usaha dalam rangka menjaga kelestarian, mengarahkan serta
memberikan nilai-nilai peradaban dan kebudayaan dalam segala
aspek kehidupan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya
(Suhartini, 2003).

Pendidikan dapat dimaknai laksana sebuah bangunan yang
memiliki beragam komponen yang antara satu dengan yang lainnya
dapat membangun sebuah sistem yang saling keterkaitan secara
fungsional, diantaranya masalah komponen dasar, tujuan, kurikulum,
proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, dan sebagainya.
Namun, itu diperlukan landasan yang kuat dalam pendidikan, yaitu
pemikiran filsafat tentang tuhan, manusia, masyarakat, alam semesta,
ilmu pengetahuan, dan akhlak.

Pemikiran filsafat pendidikan bersifat universal, artinya akan ada
di setiap zaman dalam bangsa-bangsa yang tentunya dimulai dari
zaman klasik, pertengahan, dan modern. Namun, zaman dan tempat
yang berbeda akan memunculkan pemikiran filsafat pendidikan yang
memiliki keunikan tersendiri meskipun akan tampak persamaan dan
perbedaannya (Nata, 2012).

Pendidikan dalam asal kata bahasa Inggris adalah to educate
artinya memperbaiki moral dan mempertajam intelektual. Pendidikan
merupakan seluruh rangkaian pengalaman belajar yang terjadi dalam
kehidupan dalam segala lingkungan yang ada di sekelilingnya, sebab
pendidikan adalah hidup itu sendiri (Kadir, 2012).

Kebijakan Pendidikan Agama dari Masa ke Masa
Kebijakan dalam segala aspek di Indonesia termasuk kebijakan aspek

pendidikan memiliki struktur hirarki yang harus ditaati oleh semua
pemangku kebijakan diantaranya pertama adalah UUD 1945, dalam
pasal 31 ayat c disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan
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Pengadilan agama menjadi sebuah badan peradilan yang sangat
mendasar dan tidak sama dengan sebelumnya, diantaranya pertama
adalah bahwa pengadilan agama sudah menjadi peradilan mandiri
yang sama kedudukannya dengan peradilan umum, peradilan militer,
dan peradilan tata usaha negara; kedua bahwa nama, susunan, dan
wewenang serta hukum acara peradilan agama memiliki kesamaan di
seluruh indonesia.

ketiga bahwa perlindungan akan perempuan semakin
ditingkatkan dengan diberikannya hak yang sama kepada seorang
istri dalam membela dan berproses demi kepentingannya dalam
pengadilan agama; keempat adalah dalam rangka memantapkan
usaha dalam menggali beragam asas dan kaidah hukum dengan
yurisprudensi sebagai acuan dalam menyusun dan pembinaan hukum
nasional; dan kelima adalah mewujudkan hukum nasional yang
memiliki corak Bhineka Tunggal Ika yang diwujudkan dalam bentuk
UU peradilan agama.
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Konsep Dasar Metode Penelitian dan Riset Kebijakan
Pendidikan
Metode Penelitian adalah Suatu cara dan pendekatan dari suatu

sistem yang teratur/sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan
data, menganalisis serta menafsirkannya agar dapat menjawab hal
yang berhubungan dengan berbagai Question/Pertanyaan yang timbul
dalam penelitian, selain itu dapat juga untuk menjawab suatu
pengujian hipotesis (M. Singarimbun & S. Effendi. 1995).

Metode Penelitian Pendidikan merupakan Cara ilmiah di dalam
memperoleh Data-data Valid yang tujuannya untuk menemukan,
mengembangkan serta membuktikan sesuatu atau membuktikan
pengetahuan tertentu, yang dapat dijadikan sebagai pemecahan
masalah ataupun antisipasi masalah yang dapat terjadi di dalam dunia
pendidikan (Arifin, Z. 2020).

Riset/research/penelitian adalah suatu effort/upaya pencarian,
penyelidikan, percobaan, pengujian sesuatu untuk menemukan ilmu
dan pengetahuan baru. Penelitian juga merupakan hal untuk
memahami sesuatu, untuk memecahkan masalah tertentu secara
ilmiah, empiris, sistematis dan logis (Irmawartini, I. & Nurhaedah, N.
2017).
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5. Metode Penelitian Responsive Evaluation
Metode penelitian responsive evaluation ini diusung oleh robert
stake, yang tertulis pada paper-nya yang berjudul: ‘The
Countenance of Educational Evaluation’ yang dipublikasikan di
tahun 1967. Metode penelitian responsive evaluation ini diterapkan
untuk evaluasi formatif jika terdapat kasus/case suatu program
yang ternyata tidak memperoleh hasil yang optimal. Informasi
yang diperlukan di dalam metode penelitian responsive evaluation
ini haruslah rasional, memiliki antecedent/pendahuluan atau
input, adanya transaction/transaksi atau proses serta harus
memiliki hasil atau produk (Mulyatiningsih, E. 2011). Di dalam
metode penelitian responsive evaluation ini terdapat proses
pengambilan keputusan yang diilustrasikan oleh Robert Stake pada

Gambar 17.3 di bawah ini:
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Gambar 17.3: Proses Pengambilan Keputusan Menurut Robert
Stake
Sumber: Madaus, G.F, Scriven, M.S & Stufflebeam, D.L. (1986: 224).
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Pendahuluan

Pendidikan adalah sebuah proses yang melibatkan beragam dimensi
kehidupan manusia. Dalam hal ini, tidak hanya aspek-aspek langsung
seperti pengajaran dan pembelajaran yang terlibat, tetapi juga
dimensi-dimensi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi
proses pendidikan itu sendiri. Dimensi politik hadir dalam bentuk
kebijakan dan regulasi pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Sementara dimensi ekonomi memainkan peran penting dalam
aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, termasuk infrastruktur dan
biaya pendidikan.

Aspek hukum memastikan bahwa hak-hak pendidikan setiap
individu terlindungi dengan adil dan merata. Dimensi sosial dan
budaya mempengaruhi kurikulum dan nilai-nilai yang diajarkan
dalam sistem pendidikan. Kesehatan dan psikologi berperan dalam
memastikan kesejahteraan mental dan fisik siswa, sementara dimensi
sosiologis menyoroti interaksi antara individu dalam lingkungan
pendidikan.

Bahkan agama memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai-nilai
moral dan etika yang ditanamkan dalam proses pendidikan. Oleh
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yang telah diterapkan dan mengidentifikasi peluang untuk
meningkatkan kinerja kebijakan di masa mendatang.

Dengan melakukan evaluasi secara teratur dan sistematis,
dapat membuka pintu ke dalam dunia kompleks kebijakan,
membedah setiap elemen untuk memahami dampaknya secara
holistik. Evaluasi menjadi cermin yang memantulkan kembali
gambaran yang jelas tentang kebijakan  pendidikan,
memungkinkan para pembuat kebijakan untuk melihat seberapa
jauh kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya dan di mana ada
ruang untuk perbaikan (Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si, n.d.).

Dalam siklus evaluasi yang berkelanjutan ini, setiap langkah
bukan hanya tugas yang harus diselesaikan, tetapi juga
kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan demikian,
siklus evaluasi menjadi alat yang kuat bagi pembuat kebijakan
untuk mengarahkan perjalanan kebijakan pendidikan menuju
kesuksesan yang lebih besar dan dampak yang lebih luas bagi
masyarakat.

$okkkokokk ko kKK

Daftar Pustaka

Abu Bakar, K. A, Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2020). Evaluation of The
Zonation System Implementation of New Student Acceptance.
Akademika, 9(02), 81-103.
https://doi.org/10.34005/akademika.v9i02.837.

Anisa Sukma Wantari. (n.d.). Reinforcement of Islamic Education
Institution Policy In Madrasah Mu’allimaat Muhammadiyah
Yogyakarta. Jurusan Filsafat Dan Sosiologi Pendidikan, Prodi
Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas
Negeri Yogyakarta.

Dewi, A. O. (n.d.). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Sleman
Tahun 2018.

Muhammad Alwi



https://doi.org/10.34005/akademika.v9i02.837

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Dr. Dian, M.Ag, et al. (n.d.). Analisis Kebijakan Pendidikan (Kajian
Aplikatif Pendidikan Islam di Indonesia). (Cetakan Pertama,
Desember 2021). Farha Pustaka Anggota IKAPI Nomor
376/]BA/2020.

Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si. (n.d.). Pemahaman Kebijakan Publik
Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. (Cetakan
Pertama, November 2015). Leutikaprio, JI. Wiratama No. 50,
Tegalrejo, Yogyakarta, 55244.

Fuadi, K, Sudjanto, B., & Kamaluddin, K. (2018). Studi Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Di Kementerian Agama.
Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 6(2), 139.
https://doi.org/10.21831/amp.v6i2.20714.

Gayatri, Y., Dewi, D. R, & Ainy, C. (2015). Implementasi Monitoring dan
Evaluasi Proses Lesson Study Di FKIP UM Surabaya. 15(1).

Hermuttaqgien, B. P. F. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Sistem
Penjaminan Mutu Internal Bidang Akademik dan Non Akademik di
Fakultas Illmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

Kusuma, N,, Yani, Y., Agustian, H., Sholihannisa, L. U., Alwi, M., Putra, A.
A. W, & Arribathi, A. H. (n.d.). Transformasi Administrasi
Pendidikan.

Madjid, D. A. (n.d.). Analisis Kebijakan Pendidikan.

Muhammad Alwi. (n.d.). Ilmu Pendidikan. Penerbit PT Sada Kurnia
Pustaka.

Nasihi, A, & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan Evaluasi
Kebijakan Pendidikan. 1(1).

Septiani, S., Surachman, A. E., Alwi, M., Missouri, R., Tuerah, P. R,
Arribathi, A. H., Hadikusumo, R. A., Saptadi, N. T. S., Halimah, A. H,,
Desilawati, A., Maulani, G., & Tuerah, R. M. S. (n.d.). Manajemen Mutu
Pendidikan.

Yesi Merinda, Riswanti Rini, Sowiyah. (n.d.). Evaluasi Kebijakan Dana
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.
FKIP Unila.

Muhammad Alwi

249


https://doi.org/10.21831/amp.v6i2.20714

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

PROFIL PENULIS

Muhammad Alwi, M.Pd.

Ketertarikan  penulis terhadap ilmu
pendidikan dimulai pada tahun 2012 silam.
Hal tersebut membuat penulis memilih
untuk masuk ke jurusan pendidikan guru
sekolah dasar fakultas keguruan dan ilmu
pendidikan  Universitas Muhammadiyah
Makassar, dan berhasil lulus pada tahun
2017. Selama kuliah penulis juga aktif dalam
organisasi kemahasiswaan mulai dari organisasi intra kampus sampai
dengan organisasi ekstra kampus, selama menjadi aktivis di kampus
penulis banyak melakukan kajian-kajian pendidikan dan
mengadvokasi isu-isu pendidikan.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Program
Pascasarjana Prodi Administrasi Pendidikan Konsentrasi Manajemen
Pendidikan Universitas Negeri Makassar dan berhasil menyelesaikan
studi pada tahun 2021. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di IAIN
Parepare. Penulis memiliki ketertarikan di bidang manajemen
pendidikan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional,
penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang disiplin keilmuannya.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal
perguruan tinggi dan swadaya mandiri. Selain meneliti, penulis juga
aktif menulis opini di media online dengan harapan dapat memberikan
kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: alwimuhammad562@gmail.com.

Muhammad Alwi


mailto:alwimuhammad562@gmail.com

Kebijakan A
Pendicikan

Kebijakan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam
mewujudkan maju dan perkembanganya kualitas pendidikan atau
sebaliknya. Buku Kebijakan pendidikan ini mengelaborasi para
pembaca untuk memahami lebih dalam tentang urgensi kebijakan
dalam bidang pendidikan agar cita-cita pendidikan dapat terwujud
dengan lebih optimal. Dalam buku ini pembaca tidak hanya
disuguhkan tema kebijakan pendidikan dalam konteks konseptual
saja, namun juga dilengkapi dengan berbagai topik dan isu-isu
kebijakan pendidikan beserta detail best practice nya. Buku ini
sangat cocok untuk mahasiswa, akademisi, praktisi pendidikan serta
para pengamat pendidikan. Dengan membaca buku ini akan
memperkaya wawasan pembaca mengenai kebijakan-kebijakan
dalam ranah pendidikan. Dalam buku ini terdapat delapan belas bab
terdiri dari:

1. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

2. Isu-Isu Kehijakan Pendidikan

3. Perumusan Kebijakan Pendidikan

4. Implementasi Kebijakan Pendidikan

5. Kebijakan Pendidikan di Era Otonomi Daerah

6. Kebijakan Pendidikan Berkarakter Kebangsaan

7. Kebijakan Pendidikan Inklusi

8. Kebijakan Guru dan Dosen

9. Kehijakan Kurikulum dan Buku Teks Pembelajaran
10. Implementasi Kebijakan Program Sertifikasi Guru
11. Kebhijakan Program Wajib Belajar

12. Kebijakan Program Sekolah Gratis

13. Kehijakan Pendidikan Berbasis Pesantren

14. Kebijakan Beasiswa Pendidikan

15. Kebijakan Pendidikan Merdeka Belajar

16. Kebijakan Pendidikan Agama dan Keagamaan
17. Metode Penelitian dan Riset Kebijakan Pendidikan
18. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan
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